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Abstrak . — Bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan
pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan RKP Nasional
dan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027, serta sebagai
acuan penyusunan RAPBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran
2027, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2027;

— Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah
sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat Il
Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

11.

12.

Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026
Nomor 395);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 14);
Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas
Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas
Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sambas Nomor 25);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun



2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2025

tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 82);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2025

tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 3);
— Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah
sebagai berikut:

1. Penetapan RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2027 untuk periode
1 (satu) tahun mulai 1 Januari 2027 sampai dengan 31 Desember
2027;

2. Kedudukan RKPD Tahun 2027 sebagai pedoman penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Tahun 2027 serta Renja Perangkat Daerah;

3. Sistematika dokumen RKPD Tahun 2027 yang terdiri atas 7 bab:
Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Kerangka
Ekonomi dan Keuangan Daerah, Sasaran dan Prioritas
Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah,
Kinerja Penyelenggaraan Pemda, dan Penutup;

4. Pemberlakuan RKPD sebagai acuan bagi seluruh komponen
Pemda, legislatif, dan masyarakat/dunia usaha;

5. Ketentuan fleksibilitas pelaksanaan penjabaran RKPD dalam
APBD untuk penyesuaian terhadap perkembangan situasi daerah
dan kebijakan nasional yang mendesak.

Catatan . Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 3 Juli 2026 dan
diundangkan pada tanggal 3 Juli 2026



